PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D. I. Panjaitan No. 22 A, PUTUSSIBAU
Telepon / Faksimili (0567) 21071
Website : www.bappeda.kapuashulukab.go.id

PERATURAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : 1. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah
satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk
mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat
fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, maka perlu
menetapkan peta proses bisnis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatas maka perlu menetapkan
keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Peta Proses
Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959



Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5523 );

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pedoman QA (Quality Assurance) dan Monev



Menetapkan

(Monitoring dan Evaluasi ) Reformasi Birokrasi;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi

Pemerintahan;

10.Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas

Hulu;

MEMUTUSKAN

Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Peta Proses
Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kapuas Hulu ini yang dimaksud dengan :

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja

yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja

sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran

yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

2. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu

proses.
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Peta Proses

Bisnis

Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.

Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.

Pasal 2

ini merupakan acuan bagi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menggambarkan



hubungan kerja yang efektif dan efesien antar Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi untuk menghasilkan
kinerja sesuai dengan tujuan dan menghasilkan keluaran yang bernilai tambah

bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Putussibau
Pada tanggal : 20 Januari 2020

canaan Pembangunan Daerah
ten Kapuas Hulu,

NIP. 19630602 198603 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau :
U.p. Kepala Bagian Hukum;

2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;

3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.



LAMPIRAN I

NOMOR
TENTANG

PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1 TAHUN 2020

PETA PROSES BISNIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PETA PROSES BISNIS BADAN PERENCANAAN KABUPATEN KAPUAS HULU

RPJMD KAB. KAPUAS HULU

VISI : MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA BERDAYA SAING DAN HARMONIS
MiSI 1 : MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH
TUJUAN 1 : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH
BERLANDASKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS
SASARAN 1 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RENSTRA BAPPEDA
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KET.
Mewujudkan . Nilai Evaluasi 1. Meningkatnya Persentase Keselarasan IKU
perencaraan Akuntabilitas Kinerja Kualitas Program RKPD terhadap
sistematis, terarah unsur Perencanaan Perencanaan Program RPJMD
dan terpadu Kinerja; Pembangunan
s . Persentase Keselarasan IKU
. Nilai Evaluasi Daerah P KUA-PPAS
Akuntabilitas Kinerja rogram
terhadap Program RKPD
unsur Pengukuran
Kinerja Persentase Perangkat IKU
Daerah yang Menyusun
RENSTRA/ RENJA dengan
kualitas Baik
2. Meningkatnya Persentase target kinerja IKU
Evaluasi dan RPJMD yang tercapai
Pengendalian
Kinerja
Pembangunan
Daerah
B. Meningkatnya Persentase hasil Non-IKU
Kualitas Hasil Kelitbangan yang dapat
Kelitbangan dimanfaatkan untuk
penyusunan kebijakan
daerah
4. Meningkatnya Predikat SAKIP BAPPEDA Non-IKU

Kinerja Lembaga
Perencanaan
Pembangunan
Daerah




LSupplier §

= Kementerian
= DPRD,

= OPD,

= Forum
Konsultasi
Publik,
Masyarakat.

Input

* Urusan yang
menjadi Kebijakan
kementerian di
daerah

* Isu strategis dan
arah kebijakan
perencanaan
pembangunan
Nasional, Propinsi
dan Daerah

* Musrenbang
Kecamatan

Peta Proses Bisnis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROSES MANAJERIAL : PENGELOLAAN KINERJA

Perencanaan FEEEEEY Pelaksanaan [t
Kinerja Kinerja

Pengukuran
Kinerja

Pelaporan Kinerja S  Evaluasi Kinerja

PROSES UTAMA

Penyusunan

Pengendalian

Perencanaan
Pembangunan

Penyusunan
Kajian Litbang

PROSES PENDUKUNG
Koordinasi Perencanaan
Perencanaandan Kebijakan Teknis
Pengendalian

d dan Evaluasi
Kinerja
Pembangunan

Pengkajian

Kebijakan Teknis

SR

RPJMD
RKPD
KUA-PPAS
Hasil
Kelitbangan

Customer

1.Kepala
Daerah

2.0PD

3. Instansi
Pemerintah
lain

4. Akademisi

5. masyarakat




PROSES MANAJERIAL
SKEMA PETA PROSES BISNIS

Pengelolaan Kinerja:

Menyelaraskan Renstra sesuai Visi dan Misi. Dalam

Pengelolaan Kinerja Bappelitbangda selalu
berpedoman pada indicator yang sudah ditetapkan

Perencanaan
Kinerja

Pelaksanaan
Kinerja

Kepatuhan Internal: Mengevaluasi Sistem
Pengendalian Internal sesuai dengan SOP
yang berlaku

Pengelolaan
Kinerja

Pengukuran

Evaluasi Kinerja

Kinerja Pengelolaan Resiko: Memaksimalkan

@ Pencapaian Tujuan dengan jalan Pemetaan
Resiko-Resiko sehingga meminimalkan masalah-

masalah dalam mencapai tujuan dan

mencari solusi Pemetaan Permasalahan

Pelaporan
Kinerja




PROSES UTAMA
SKEMA PETA PROSES BISNIS

Isu strategis dan arah
kebijakan perencanaan
pembangunan Nasional,

Provinsi dan Daerah

BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

— SUB BIDANG MONITORING,
EVALUASI DAN PENGENDALIAN

SUB BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

Musrenbang
Kecamatan

tindak lanjut hasil kajian (program/ kegiatan)

Verifikasi
usulan

Dijabarkan
dalam

Kerangka —_—
DPErencanaan S

program /
kegiatan
sectoral

Urusan yang menjadi Kebijakan
Kementerian di daerah

A

Y

BIDANG-BIDANG

PEMB. SEKTORAL
(Ekon, Sosbud &
Fisprasbangwil)

Sinkronisasi dan
harmonisasi pada
musrenbangnas

>

Penyusunan
program/ kegiatan

PERANGKAT
DAERAH (OPD)

g

Penjabaran Isu strategis OPD

RPJPD, RPJMD,

Substansi
diintegrasikan oleh
Sub bidang
Monitoring,
Evaluasi dan
Pengendalian

A

RKPD, KUA- PPAS,
Kajian Litbang




PROSES PENDUKUNG
SKEMA PETA PROSES BISNIS

Pemenuhan Kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan
Administrasi Perencanaan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Perencanaan,
Pengendalian dan Pelaporan Pengendalian dan Pelaporan Pengendalian dan Pelaporan

Koordinasi Perencanaan Pengkajian Kebijakan Perencanaan
dan Pengendalian Teknis Kebijakan Teknis

Ketatausahaan Kepegawaian Sarana prasarana Keuangan
Pemenuhan Kebutuhan Meningkatkan Kualitas Penyediaan dan Perawatan Pemenuhan Kebutuhan
Administrasi Umum dan SDM Perencana Sarana dan Prasarana Administrasi Keuangan
Tata Usaha - Bimtek - Kantor Berfungsi

- Aset - Diklat - Jaringan IT Lancar

- Surat Menyurat - Kendaraan tersedia



PETA PROSES BISNIS BERDASARKAN KELOMPOK URUSAN

Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Lebih Baik Dan Bersih
Berlandaskan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan
keuangan daerah

Terwujudnya Perencanaan yang sistematis,
terarah dan terpadu

Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas dokumen
perencanaan daerah

— —  \ —

Sinkronisasi dan

Musrenbang

St e Penyusunan Pengendalian dan Penguatan
Harmonisasi Penyusunan Kebijakan Umum Evaluasi Rencana Sistem
Perencanaan Rencana Anggaran dan Pembangunan Perencanaan

Pembangunan Pembangunan Penetapan Plafon Daerah Pembangunan

Daerah Daerah Anggaran Daerah
Sementara

Iv.0

Iv. 1

Iv. 2

Iv. 3

Eselon |l

Eselon lll

Eselon IV



PETA PROSES BISNIS BERDASARKAN KELOMPOK URUSAN

Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Lebih Baik Dan Bersih

Berlandaskan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Iv.0
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan
keuangan daerah
I IV. 1
Terwujudnya Perencanaan yang sistematis, Eselon II
selon
terarah dan terpadu
Iv. 2
Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah
Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Eselon llI
Daerah (Bidang Perencanaan Perekonomian)
Sl:lkromsa.s ! d‘.m Smkromsa.SJ dc.m Analisis Analisis Pengendalian dan Pengendaliaan dan
P Ormonisast Hormonisasi Perencanaan Perencanaan Evaluasi Rencana Evaluasi Rencana Eselon IV
P terf:’nca;aan Perencanaan P embang.unan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
e;‘)alfltcan, a:;gan, Perindustrian, Pertanian, perindustrian, Pertanian, Pangan, Perindustrian,
e;;la;;:::.ls’:lman Perdagangan, P angan, perdagangan, Perikanan dan Perdagangan,
Penanaman Modal, P e};; ﬁ?ﬁ?; t[fzan penanaman modal, Pariwisata Penanan.mn Modal
Koperasi dan UKM koperasi dan UKM Koperasi dan UKM




PETA PROSES BISNIS BERDASARKAN KELOMPOK URUSAN

Berlandaskan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Lebih Baik Dan Bersih

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan
keuangan daerah

Terwujudnya Perencanaan yang sistematis,
terarah dan terpadu

Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah

Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)

—— \

Iv.0

Iv. 1

Iv. 2

Iv. 3

Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan Analisis Analisis
Harmonisasi Harmonisasi Perencanaan Perencanaan
Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan

Kesejahfeman Pemerintahan dan Kesejahteraan Pemerintahan dan
Sosial Pengembangan SDM| Sosial pengembangan
SDM

Pengendalian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan
Kesejahteraan
Sosial

Pengendalian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan
pemerintahan dan
pengembangan
SDM

Eselon |l

Eselon lll

Eselon IV



PETA PROSES BISNIS BERDASARKAN KELOMPOK URUSAN

Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Lebih Baik Dan Bersih
Berlandaskan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan
keuangan daerah

Terwujudnya Perencanaan yang sistematis,
terarah dan terpadu

Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah

Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
(Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)

—

Sinkronisasi dan

. Analisa Perencanaan Pengendalian dan
harmonisasi perencanaan . .
. Pembangunan fisik Evaluasi Rencana
Pembangunan fisik, . . .
dan prasarana wilayah Pembangunan Fisik

prasarana dan

pengembangan wilayah dan Prasarana Wilayah

Iv.0

Iv. 1

Iv. 2

Iv. 3

Eselon |l

Eselon lll

Eselon IV



PETA PROSES BISNIS BERDASARKAN KELOMPOK URUSAN

Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Lebih Baik Dan Bersih

Berlandas

kan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan

keuangan daerah

Terwujud

nya Perencanaan yang sistematis,
terarah dan terpadu

Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah

Meningkatnya pemanfaatan ruang
sesuai peruntukannya

T

Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Wilayah

Pengelolaan Data
dan Informasi
Geospasial

Iv.O
Iv. 1

Eselon |l
Iv. 2

Eselon lll
Iv. 3

Eselon IV



PETA PROSES BISNIS BERDASARKAN KELOMPOK URUSAN

Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Lebih Baik Dan Bersih
Berlandaskan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan
keuangan daerah

Terwujudnya Perencanaan yang sistematis,
terarah dan terpadu

Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas dokumen
hasil Kelitbangan

e

Penunjang Fungsi Pengelolaan data Penelitian dan
Kelitbangan dan dan Informasi Pengembangan
Inovasi Daerah dalam Perumusan

Kebijakan
Pembangunan

Iv.O
Iv. 1

Eselon |l
Iv. 2

Eselon lll
Iv. 3

Eselon IV



